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PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANIA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa penjabaran Paianggungjavaban Pelaksanaan Anggaran Pondapatan dan Belamja Daerah merupakan
owmsm,osi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan }::{. an Pendapatan dan Belanja Daerah ;

AN

bahwa sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Q.#..B: Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan.dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dab b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati mi&;m\“._.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara ﬁmtcc:r
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 1820);

2. Undang-Undang,. .
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10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Wnncv:w Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor [2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); _

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribuis Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3658) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembasan Republik Indonesia Negara Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Repubhk Indonesia Negara Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomoy 3831); o
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); .

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor |7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Malawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4344), _

1. Undang-Undang ...
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11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran mewa Republik Indonesia Tahun

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 wentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43438),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4442),

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952); e

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138),

21. Peraturan |
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23.

24,
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28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokast Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tantang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Atas Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4212) sebagimana telah diubah dengan Kepurusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomaor 71 Tahun 2005, A

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 13),

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 10 Senn D Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

31. Peraturan ...
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Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sintang Tahun 2002-
2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 11 Ser1 D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 4),

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 3 );

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2006 Nomor |, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang nomor %

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2005.

Pasal 1
Pertangeungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang Tahun Anggaran 2005 terdin dar
Pendapatan
a.  Setelah Perubahan Rp. 278.538.084.039,00
b.  Bertambah/(berkurang) Rp.  (1.845.603.594.44 )
Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 276.692.480.444,56
Belanja
a.  Setelah Perubahan Rp. 292.212.838.878,31
b.  Bertambah/(berkurang) Rp (36.685.629.729 84)
Jumlah Realisas1 Belanja Rp. 255527.209.148.47
Surplus/(Défisit) Rp. 21.165.271.296,09
Pembiayaan
a. Pembiayaan-Penerimaan
1). Setelah Perubahan Rp.  15.684.404.839,50
2). Bertambah/(berkurang) Rp. ( 33.274.268.950,98 )

Jumlah Realisasi Pembiayaan Rp. 19.599.514.111,48
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b. Pembiayaan

b Pembiayaan-Pengeluaran
1). Setelah Perubahan Rp. 2.009.650.000,19
2). Bertambah/(berkurang) Rp.  32.230866.628.73
Jumlah Realisasi Pembiayaan Rp. 34.240.516.628,73
Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinct lebih lanput pada Lampiran Peraturan ini.

Lampiran-lamoian sebagaimana terschui dadiom Pasal 2 merupakan bagian vang ndak werpsahkan dar Peraturan ini.

Peraturan Bupati ini mulan berlaku pada 1
= Agar SEHAP Orang Menueraiunyd. men

n penempatanaya dalam Benta Daerah Kabupaien
Sintang.

.M Ditetapkan di Sintang

%. tanggal 7 Desember 2006
¢— +

! SINTANG
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| Diundangkan di Sintang

pada tanagal M Desember 20

CROSBY
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PABUPATEN SINTANG,
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